
 
 

BAB IIb 

TINJAUANv PUSTAKAb 

 

A. Tinjauanb Umumg Tentangb Pelaksanaan 

Pelaksanaanm adalah tindakan yang semula sudah disusun matang-matang dan 

implementasi dapat dilakukan apabila sudah ada perencanaan yang dianggap siap. 

Menurut Majone dan Wildavsky pelaksanaanb adalah perluasanm aktivitas yangn saling 

menyesuaikan.1 Pelaksanaan merupakan kegiatan yang didasari usaha yang 

dilaksanakan dengan tujuan melaksanakanb semuab rencana dan kebijaksanaanm yang 

telah dirumuskanm dan ditetapkan dengan dilengkapim segala kebutuhan, alat-alat yang 

diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, mulaib dan 

bagaimana cara yang harusm dilaksanakan, suatu prosesb rangkaian kegiatan tindak lanjut 

setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilanb 

keputusan, langkahb yang strategisn maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi 

kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkanm semula.2 

Faktor-faktork yangb dapat menunjangm program pelaksanaanm adalah sebagai berikut:3

                                                                 
1 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2002, hlm 70 
2 Abdullah Syukur, Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep 

Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang, 1987, hlm 40 
3Ibid, hlm 398 



 
 

 

1. Komunikasi adalah para pelaksana yang dapat melaksanakan program dengan 

baik. Sangat diperlukan penyampaian, kejelasan, dan konsistensi informasi 

yang disampaikan.  

2. Resources (sumber daya), meliputi jumlah staf yang memadai dan berkualitas, 

diperlukan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan atau 

kewenangan untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab dan 

fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan. 

3. Disposisi, pelaksanaan terhadap mereka yang menjadi implementer program 

berdasarkan sikap dan komitmen dalam pelaksanaan program. 

4. Strukturm Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Pprocedures), yang mengaturb 

tata aliran dalam pelaksanaanb program. 

 

B. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara 

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Aparaturm Sipil Negara Nomor 5 Tahun 

2014 Aparatur Sipil Negara adalah profesim bagi pegawai negeri sipil dan pegawaim 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansin pemerintah.4 

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa pegawain0aparaturm0sipil negara 

adalah0 pegawaim0negerim0sipil0dan  pegawai0 pemerintah0 dengan0 perjanjian0 kerja yang 

diangkatn0oleh pejabatm0pembinam0kepegawaianm0dan diserahim0tugas dalamm0suatu 

                                                                 
4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara pasal 1 ayat (1). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) 
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jabatann0pemerintahan..atau diserahi tugasn0negara ulainnya dan digajim0berdasarkan 

peraturank0perundangp-iundangan.5 Kemudian manajemen aparatur sipil negara adalah 

pengelolaan aparatur sipil negara untuko0menghasilkanm0pegawai ASNu yang 

profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersiho 

darirpraktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.6 

 

C. Tinjauan Umum Instansi Pemerintah 

Di dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undangm0Nomor 5 Tahunhg2014m0Tentang 

Aparaturc8Sipill7Negara instansib0pemerintahb0adalahrinstansi pusatp dan instansi daerah.7 

Instansib0pusat adalah kementerian, lembaga, pemerintahv8nonkementerian, 

kesekretariatanj0lembagaiwnegara, dann9kesekretariatan0 lembaga nonstruktural..8 

Sedangkan instansi daerah adalah perangkatb daerah provinsib dan perangkat daerahn 

kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat 

daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.9 

 

D. Tinjauan Umum Pegawai Negeri Sipil 

Menurut Undang-Undangi Nomor0 5 Tahun 20145 Tentangn0Aparatur Sipil9 

Negara di pasal 15 ayat (3) disebutkanv0bahwa Pegawaim0Negeri Sipil yang selanjutnya0 

disingkat PNSt adalah wargan0negara Indonesia yang imemenuhi syarath tertentu, 

diangkat sebagait pegawai ASN0 secara tetap oleh pejabatu pembina 

                                                                 
5Ibid., pasal 1 ayat (2) 
6 Ibid., pasal 1 ayat (5) 
7 Ibid., pasal 1 ayat (15) 
8 Ibid., pasal 1 ayat (16) 
9 Ibid., pasal 1 ayat (17) 
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kepegawaianb0untuk mendudukiw0jabatan ipemerintahan.10 Secara stipulatif (penetapan 

makna0 yang diberikan0oleh Undang-Undang tentangt Pegawai Negeri terdapatn dalami 

pasaln 1 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang7 No.43 Tahun 1999. Pengertiano 

yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) berkaitan0dengan hubungan0 pegawai negeri 

dengan hukum (administrasi), sedangkan dalam pasal 3 ayat (1) berkaitann0dengan 

hubunganem0pegawai negeri denganb0pemerintah, atau mengenal kedudukan pegawai 

negeri.11 Pengertian stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 ayat (1): Pegawai00Negerikkadalah00setiapqqwargassnegara Republik 7Indonesia yang 

telah00memenuhipsyarat yanglditentukan, diangkat olehupejabat yangr berwenangydan 

diserahiutugas dalam0suatu jabatanpnegeri, atau diserahi0tugas negara lainnyay 

dan0digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 3 ayat (1): Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yango 

bertugas0untuk memberikan9pelayanan0kepada masyarakat7secara0profesional, 

jujur, adil, dan0merata dalamkpenyelenggaraan tugas9negara, pemerintahan, dan 

pembangunan. Berdasarkan pengertian stipulatif, bisa kita jabarkan unsur-unsur dari 

pegawai negeri, yaitu: 

a. Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan 

perundang-undangan. 

b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang. 

c. Diserahi tugas dalam jabatan negeri. 

                                                                 
10 Ibid., pasal 1 ayat (3) 
11 Sri Hartini, Setiajeng kadarsih, dan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2014, hlm 32 
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d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Beberapa ahli juga memberikan pengertian tentang pegawai negeri. Menurut 

Kranenburg, pegawaib0negerilyaitu pejabat00yang8ditunjuk, jadi00pengertian 0tersebut 

tidak termasuk00terhadap merekappyang memangku00jabatan mewakili sepertitanggota 

parlemen, presiden, dan sebagainya. Logemann00denganfomenggunakanmjkriteriakdyang 

bersifatmymateriilhnmencermatiuhubungan antara negara dengan pegawai negeri dengan 

memberikan pengertian Pegawai Negeri sebagai tiap pejabat00yang mempunyai 

hubungan0dinas dengan negara.12 

1. Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara 

Berdasarkan pasal 23 Undang-Undangh Nomor 56 Tahun 20145 Tentang 

Aparaturb Sipilk Negaran ditetapkan kewajiban dari Pegawai Aparatur Sipil Negara 

yaitu:13 

a. Setiabpdan taat padab0Pancasilam mUndang-Undangb 9 vDasar Negara Republikb 

8Indonesia Tahun 11945, dan Negarab 8Kesatuanm00RepublikjIndonesia, dan 

pemerintahb bkyang sah. 

b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang 

berwenang. 

d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 

                                                                 
12 Muchsan, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm 13 
13 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Op.Cit., pasal 23 
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e. Melaksanakanotugaspkedinasanmdenganopenuh pengabdian, kejujuran, 

ikesadaran, dan0tanggung jawab. 

f. Menunjukkan0integritasddan keteladananldalam psikap, iperilaku, yucapan, 

dan tindakanjkepada setiaptorang, baik di dalampmaupunpditluarpkedinasan. 

g. Menyimpankrahasiakjabatan danlhanya dapatjmengemukakan rahasia0jabatan 

sesuaiodenganuketentuan peraturan perundang-undangan. 

h. Bersedia ditempatkan di seluruhb wilayah b Negara Kesatuanm Republik m Indonesia. 

 

2. Hak Pegawai Negeri Sipil 

Berdasarkan pasal 21 Undang-Undangm Nomorf 5 Tahun 20144 Tentangq 

Aparaturr Sipill Negaraa bahwa Pegawai Negeri Sipil berhak menerima  yaitu14: 

a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas; 

b. Cuti; 

c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 

d. Perlindungan; dan 

e. Pengembangan potensi. 

 

E. Tinjauan Umum Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

 Kedisiplinann aadalah kkesadaran  dann kesediaann seseorangg menaati semua 

peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku.15 Dari pengertian tersebut disiplin 

                                                                 
14 Ibid., pasal 21 
15 H. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, 

hlm 193 
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bukan hanya berupa aturan, melainkan membutuhkan kesadaran dan kesediaan 

seseorang untuk mematuhi berbagai macam aturan dan norma yang berlaku. 

Disiplin menurut pasal 1 ayat (1) PeraturanmPemerintahjNomor953rTahun 

20100adalah: Disiplin pegawai negeri sipil kesanggupan b pegawaii negerin sipill untukk 

omenaatii kewajibano dano  menghindario olarangan oyang oditentukan odalam operaturan 

operundang-undangan odan/atau operaturan okedinasasan oyang oapabilao otidak oditaati oatau 

odilanggar odijatuhi ohukuman odisiplin.16 Berbicara tentang disiplin okerja oadalah osuatu 

osikap odan operilaku oyang oberniat ountuk omentaati osegala operaturan oorganisasi oyang 

odidasarkan oatas okesadaran odiri ountuk omenyesuaikan operaturan oorganisasi.17 Berkaitan 

dengan disiplin pegawai negeri sipil, pastinya ada aturan yang tidak bisa dilakukan oleh 

pegawai negeri sipil. Hal ini diatur di odalam opasal 4 oPeraturan Pemerintah o Nomoro 53 

oTahun 2010o Tentango Disiplino Pegawaio oNegeri oSipil yang isinya:18 

Setiap PNS dilarang: 

1. Menyalahgunakan wewenang. 

2. Menjadi operantara ountuk omendapatkan okeuntungan opribadi odan/atau oorang olain 

odengan omenggunakan okewenangan oorang olain. 

3. Tanpa oIzin oPemerintah omenjadi opegawai oatau obekerja ountuk onegara olain 

odan/atau olembaga oatau oorganisasi olain. 

4. Bekerja opada oinstansi operusahaan oasing, okonsultan oasing, oatau olembaga 

oswadaya omasyarakat oasing. 

                                                                 
16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil pasal 1 ayat (1).Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) 
17 Avin Vadilla Helmi, Disiplin Kerja, Buletin Psikologi UGM, 1996, hlm 34 
18 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Op. Cit., pasal 4 
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5. Memiliki, imenjual, imembeli, menggadaikani, imenyewakan, atau meminjam-

kani barang-barangi baik ibergerak iatau itidak ibergerak, idokumen iatau isurat 

iberharga imilik inegara isecara itidak isah. 

6. Melakukani kegiatani  bersamai  dengani atasan, iteman isejawat, ibawahan, iatau 

iorang ilain idi idalam imaupun iidi iluar ilingkungan ikerjanya idengan itujuan iuntuk 

ikeuntungan ipribadi, igolongan, iatau ipihak ilain, iyang isecara ilangsung idan itidak 

langsung merugikan negara. 

7. Memberii atau i  menyanggupi iakan imemberi isesuatu ikepada isiapa ipun ibaik 

isecara ilangsung iatau itidak ilangsung idan idengan idalih iapapun iuntuk idiangkat 

idalam ijabatan. 

8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapa punujugaryang 

berhubungan idengan I jabatan idan/atau ipekerjaannya. 

9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. 

10. Melakukan suatu itindakan iatau itidak imelakukan isuatu itindakan iyang idapat 

imenghalangi iatau imempersulit isalah isatu ipihak iyang idilayani isehingga 

imengakibatkan ikerugian ibagi iyang idilayani. 

11. Menghalangi berjalan nya tugas kedinasan. 

12. Memberikann dukungann  kepada ncalon nPresiden/Wakil nPresiden, nDewan 

nPerwakilan nRakyat, nDewan nPerwakilan nDaerah, natau nDewan nPerwakilan 

nRakyat nDaerah ndengan ncara: 

a. Ikut nserta nsebagai npelaksana nkampanye. 
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b. Menjadin pesertan kampanye ndengan nmenggunakan natribut npartai natau natribut 

nPNS. 

c. Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain;dan/atau 

d. Sebagai npeserta nkampanye ndengan nmenggunakan nfasilitas nnegara. 

13. Memberikan ndukungan nkepada ncalon nPresiden/Wakil Presiden dengan cara:  

a. Membuat nkeputusan ndan/atau ntindakan nyang nmenguntungkan natau 

nmerugikan nsalah nsatu npasangan ncalon nselama nmasa nkampanye, ndan/ataum 

b. Mengadakan nkegiatan nyang nmengarah nkepada nkeberpihakan nterhadap 

npasangan ncalon nyang nmenjadi npeserta npemilu nsebelum, nselama, ndan nsesudah 

nmasa nkampanye nmeliputi npertemuan, najakan, nhimbauan, nseruan, natau 

npemberian nbarang nkepada nPNS ndalam nlingkungan nunit nkerjanya, nanggota 

nkeluarga, ndan nmasyarakat. 

14. Memberikann  dukungan nkepada ncalon nanggota nDewan nPerwakilan nDaerah natau 

ncalon nKepala nDaerah/Wakil nKepala nDaerah ndengan ncara nmemberikan nsurat 

ndukungan ndisertai nfotocopy nKartu nTanda nPenduduk natau nSurat nKeterangan 

nTanda nPenduduk nsesuai nperaturan nperundang-undangan, ndan 

15. Memberikan ndukungan nkepada ncalon nKepala nDaerah/Wakil nKepala nDaerah, 

ndengan ncara: 

a. Terlibat ndalam nkegiatan nkampanye nuntuk nmendukung ncalon nKepala 

nDaerah/Wakil nKepalajDaerah. 
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b. Menggunakans  fasilitass yang sterkait sdengan sjabatan sdalam skegiatan 

skampanye. 

c. Membuat skeputusan sdan/atau stindakan yang smenguntungkan satau 

smerugikan ssalahnsatu pasangan scalon sselama6masa kampanye;dan/ataus 

d. Mengadakan skegiatan syang smengarah skepada skeberpihakan sterhadap 

pasangan scalon syang smenjadi speserta spemilu ssebelum, sselama, sdan sesudah 

smasa skampanye smeliputis pertemuan, sajakan, shimbauan, seruan, 

satau9pemberian sbarang skepada sPNS dalam slingkungan sunit kerjanya, 

sanggota skeluarga, sdan imasyarakat. 

 

F. Tinjauan Umum Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

1. Penegakan Hukum 

Menurut Satjipto Raharjo, openegakan ohukum opada hakikatnyao omerupakan 

openegakan ide-ideo oatau konsep-konsepo yang abstrak, di mana ada usaha untuk 

mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.19 Pengertian penegakano ohukum 

menuruto oSoerjono Soekantoo adalaho kegiatano menyerasikano ohubungan nilai-nilaio 

yango terjabarkan o di dalamo okaidah-kadiah atau pandangan nilai yang mantap ountuk 

omenciptakan, omemelihara, dano omempertahankan okedamaian pergaulan o hidup.20 

Secara umum seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum yaitu: 

                                                                 
19 Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, 

Bandung, 2009, hlm 15 
20 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm 13 
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1. Faktor hukumnya sendiri 

2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk atau yang 

menerapkan hukum. 

3. Faktorb saranag atau fasilitas gyang mendukung0penegakanyhukum. 

4. Faktor0masyarakatwyaitu di mana hukumktersebutlberlaku atau diterapkan 

5. Faktorm kebudayaan sebagai hasil karya cipta0dan rasa yang didasarkan pada 

karsaqmanusiagdalam pergaulankhidup.21 

Agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan hubungan antara 4 (empat) 

faktor yaitu: 

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya bahwa terjadi 

ketidakcocokan dalam peraturan perundangundangan mengenai bidang 

kehidupan tertentu. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat 

dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya. 

2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum penegak hukum antara lain 

hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan. Apabila peraturan 

perundangundangan sudah baik akan tetapi mental penegak hukum kurang 

baik, maka kan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. 

3. Jika peraturan perundangundangan sudah baik, tetapi fasilitas kurang 

memadai maka penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya. 

4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat.22 

                                                                 
21 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali 

Press, Jakarta, 1983, hlm 4-5 
22 Soerjono Soekanto, Penegakan, Op.Cit., hlm 15 
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2. Penegakano Hukumo odalam Hukumo oAdministrasi oNegara 

Menurut P. Nicolai sarana penegakan hukum administrasi negara terdiri atas: 

1. Pengawasan sbahwa sorgan spemerintahanmdapat smelaksanakan sketaatans pada 

satau sberdasarkan sundang-undang syang ditetapkan ssecara stertulis dan 

spengawasan sterhadap skeputusan yang smeletakkan skewajiban skepada 

individu. 

2. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan 

Dalam hal ini pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan 

kepatuhan sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk 

memaksakan kepatuhan.23 

Menurut Paulus E. Lotulung pengawasan dalam hukum administrasi negara 

ditinjau dari segi kedudukan badan yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan 

yang dikontrol dan dibedakan dari segi kontrol intern dan kontrol ekstern. Kontrol 

intern artinya pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/ 

struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan kontrol 

ekstern adalah pengawasan yang dilakukan ooleh organo atauo olembaga-lembaga oyang 

secarao organisatoris/struktural berada di luar pemerintah.24 sDalam ssuatu snegara 

hukum, spengawasan sterhadap stindakan s pemerintahs dimaksudkan agar pemerintahs 

dalam smenjalankan saktivitasnyas sesuais dengans norma-norma shukum, ssebagai suatus 

upaya spreventif, artinya pengawasan terhadap tindakan pemerintah ini ialah upaya 

                                                                 
23 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2011, hlm 296 
24 Paulus E. Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm xv-xviii 
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yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh 

pemerintah dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum 

terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya represif, maksud 

dari upaya represif di sini ialah bahwa norma hukum berfungsi sebagai upaya 

pengendalian setelah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Di 

sampingo situ, soyang sterpenting sadalah sbahwa spengawasan sini sdiupayakanwsdalam 

srangka smemberikan sperlindungan shukum sbagi srakyat.25  

Telaho disebutkano  bahwaa asarana apenegakano hukum aituo dio samping pengawasana 

adalaha asanksi.26 Sanksia amerupakan abagian apenting adalam asetiap aperaturan 

aperundang-undangan, abahkan J.B.J.M aten aBergeo amenyebutkan abahwa asanksio 

amerupakano ainti adari aopenegakan aoHukum aoAdministrasi aoNegara.27 aSanksi abiasanya 

aodiletakkan aopada aobagian aoakhir aosetiap aoperaturan; in cauda veneum (secara bahasa 

berarti di ujung terdapat racun), artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi. 

sSanksia sdiperlukan suntuk menjamins penegakans sHukum sAdministrasi Negara.28 

Salah satu penegakan disiplin bisa berupa penjatuhan hukuman. Begitu juga dengan 

PNS yang melanggar setiap aturan dan kewajiban bisa dikenakan hukuman. 

Pengaturan mengenai jenis hukuman dan tingkatan bagi spegawai negeris ssipil sdiatur 

sdi dalams pasals 7 Peraturano Pemerintaho Nomoro 53 Tahuno 2010o Tentango Disiplino 

Pegawaio oNegeri Sipilo yang isinya yaitu:29 

(1) Tingkat hukuman terdiri dari: 

                                                                 
25 Ridwan HR, Op.Cit., hlm 297 
26 Ibid., hlm 298 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Op.,Cit, pasal 7 
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a. Hukuman disiplin ringan. 

b. Hukumana adisiplin asedang; dana 

c. Hukumana adisiplin aberat. 

(2) Jenisa ahukuman adisiplin ringana asebagaimana adimaksud apasal aayat (1) ahuruf a 

terdiria adari: 

a. Tegurana alisan. 

b. Tegurana aatertulis. 

c. Pernyataana atidak apuas asecara atertulis. 

(3) Jenisa ahukuman adisiplin asedang asebagaimana adimaksud apadakayat (1) huruf b 

terdiria adari: 

a. Penundaana akenaikan agaji aberkala aselama 1 (satu) atahun. 

b. Penundaana akenaikan apangkat aselama 1 (satu) atahun; dana 

c. Penundaana apangkat asetingkat alebih arendah aselama 1 (satu)rtahun. 

(4) Jenisa ahukuman adisiplin aberat asebagaimana adimaksud apada aayat (1) ahuruf c 

terdiria adari: 

a. Penurunana apangkat asetingkat alebih arendah aselamaa 3 (tiga) atahun. 

b. Pemindahana adalam arangka apenurunan ajabatan asetingkat alebih arendah. 

c. Pembebasana adari ajabatan. 

d.Pemberhentiana adenganmahormat atidak aatas apermintaan asendiri asebagai aPNS; 

dana 

e. Pemberhentiana atidak ahormat asebagai aPNS 

Setiap penjatuhan hukuman disiplin tersebut oditetapkan dengano okeputusan 

pejabato yango oberwenang untuk menghukum. 
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G. Upaya Peningkatan Disiplin o Pegawaio oNegeri Sipilo 

oDalam meningkatkano disiplin kerja upaya yang dapat ditempuh antara lain: 

1. Pendidikan dan pelatihan. Dalam organisasi kerja penuh dengan aturan yang 

harus dipatuhi oleh para pegawai, sampai tingkah laku pegawai harus disesuaikan 

dengan apa yang dikehendaki organisasi. Untuk itulah perlunya pegawai diikut-

sertakan dalam suatu sistem pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh 

organisasi. Dalam lingkungan kerja kesempatan memperoleh ilmu dan 

keahlian/keterampilan bagi pegawai/pekerja disediakan melalui suatu sistem 

pendidikan dan latihan. Tujuan penyelengaraan pendidikan dan atau latihan 

dalam suatu organisasi ialah: 

a. Memelihara dan meningkatkan kecakapan dan kemampuan dalam 

menjalankan tugas/pekerjaan, baik pekerjaan lama maupun pekerjaan baru 

baik dari segi peralatan maupun metode. 

b. Menyalurkan keinginan pegawai untuk maju dari segi kemampuan dan 

memberikan rasa kebanggaan kepada mereka.30 

2. Menumbuhkana arasa akesadaran ayang atinggi aterhadap apentingnya aberbuat 

mengikuti aanilai adana anorma. 

3. Memberikana apenghargaan adan amotivasi abahwa ayang adilakukannya adihargai dana 

amemiliki anilai ayang atinggi abaik auntuk akepentingan amaupun aakhirat. Dalam hal 

memberi penghargaan, menghargai usaha atau pekerjaan orang lain yang bukan 

untuk kepentingan orang tersebut adalah suatu keharusan dari segi kemanusiaan. 

                                                                 
30 A.S. Moenir, Pendekatan Manusiawi Dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, 

Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm 161-162 
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Apabila hasil usaha atau pekerjaan itu adalah untuk kelompok orang atau 

organisasi maka wakil kelompok orang atau organisasi wajib memberikan 

penghargaan atas jerih payah orang itu.31 Begitu juga dengan pemberian 

motivasi. Arti motivasi sendiri ialah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau 

semangat kerja. Atau dengan kata lain pendorong semangat kerja seseorang.32 

Pemberian motivasi kerja pada umumnya bertujuan untuk memberi semangat 

dan dorongan pada seseorang agar mencapai hasil kinerja yang baik dan sesuai 

target yang ingin dicapai. 

4. Memberikan bimbingan atau konselinga aberkaitan8dengana aetoswkerja dana 

motivasia akerja. 

5. Mengenakana asanksi abaik ateguran lisan, atertulis, askoring ataua apemberhentian 

kerja.33 

Cara lain yang dapat digunakan untuk o meningkatkano odisiplin pegawaio onegeri 

sipilo adalah melalui pembinaan. Pembinaan pegawai imerupakan itotalitas ikegiatan 

yangi meliputii iperencanaan, pengaturan i dani penggunaani pegawaii sehinggai menjadii 

pegawaii yangi mampui mengembani itugas imenurut bidangnya i masing-masingi agar i 

idapat mencapaii prestasii kerjai iyang iefektif idan efisieni.34 

Sebuah pembinaan pegawai negeri sipil pastilah memiliki tujuan. Tujuan dari 

pembinaan pegawai adalah sebagai berikut:35 

                                                                 
31 Ibid., hlm 192 
32 Susilo Martoyo, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 5, BPFP Yogyakarta, 

Yogyakarta, 2007, hlm 183 
33 Ermaya Sudardinata, Manajemen Sumber Daya Manusia, Ramadan, Bandung, 1996, hlm 

45 
34 Musanef, Manajemen Kepegawaian Di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm 22 
35 Ibid., hlm 16-17 
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1. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan i tugas-tugasi ipemerintahan idan 

pembangunani isecara iberdaya gunai dan i berhasil i gunai ibaik idalam sectori-sektor 

pemerintahan i imaupun badani usahai miliki inegara/swasta. 

2. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja 

sehinggaa dapata menjamina terwujudnyaa kesempatana aberpartisipasi adalam 

melaksanakana pembangunana asecara amenyeluruh. 

3. Diarahkana akepada terwujudnyaa suatua komposisia pegawai, baika adalam bentuka 

jumlaha maupuna amutu yanga amemadai, aserasi adan aharmonis, sehinggaa mampu 

menghasilkan prestasi kerja yang optimal. 

4. Diarahkan kepadaa terwujudnyaa pegawai-apegawai yanga setiaa dana taata kepadaa 

Pancasilaa, Undang-Undanga Dasara a1945, aNegara dana pemerintaha asehinggaa 

apegawai hanyaa amengabdikan adiri kepadaa kepentingana negaraa adan amasyarakat, 

ademi terwujudnyaa aaparatur yanga lebih bersih dan berwibawa. 

5. Ditujukana akepada aaterwujudnya aasuatu aaiklim aakerja ayanga aaserasi adana aamenjamin 

terciptanyaa aakesejahteraan aajasmani aamaupun aarohani asecara aadil aaadan amerata 

sehinggaa amampu melaksanakana tugas-tugasa pemerintahana dana pembabgunan 

dengan sebaik-baiknya. 

6. Diarahkan kepadan penyalurann, penyebarann dann pemanfaatann pegawain nsecara 

teratur, terpadu, dan berimbang atas dasar kriteria-kriteria objektif baik secara 

individu maupun secara kelompok sehingga dapat memberikan manfaat bagi 

instansi/unit organisasi yang bersangkutan. 

7. Diarahkan pada pembinaan sistem karier dan pembinaan prestasi kerja, yang 

dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam bentuk: 
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a. Pembinaan tertib administrasi 

b. Pembinaan mutu 

c. Pembinaan kesejahteraan  

d. Pembinaan karier 

Dengann ntujuh tujuann pembinaann tersebutn diharapkann bahwan setiapn pegawain 

yangn adan dalamn norganisasi nyang nbersangkutan dapatn nmemberikan nprestasi nkerja 

yangn sebaikn-baiknya sehinggan benar-nbenar dapatn nberfungsi nsebagai npengahasil 

kerja nyang tepatn gunan ndan berhasiln guna sesuai dengan sasaran-sasaran organisasi 

yang  hendak dicapainya.



 
 

 
 

 


